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MOTTO 

 

وُسْعَهَا   إِّلَ  نَفْسًا ٱلَلُّ  يكَُل ِّفُ  لَ   

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesungguhannya” 

(QS: Al-Baqarah: 286) 

 

يسُْرًا  ٱلْعسُْرِّ  مَعَ  فإَِّنَ  يسُْرًا لْعسُْرِّ ٱ مَعَ  إِّنَ   

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Al – Insyirah 94 : 5-6) 

 

“God has perfect timing, never early, never late. it takes a little patience 

and it takes a lot of faith. but it's worth the wait.” 

 

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang 

mereka ingin tahu hanya bagian dari success stories. Berjuanglah untuk 

diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa 

depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.” 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze and contribute to the effectiveness of advertising tax, 

hotel tax and restaurant tax on the Original Regional Income of Yogyakarta City in 

2019-2023. Data were obtained from the target and realization report of the 

Yogyakarta City Financial and Asset Management Agency in 2019-2023 and 

interviews with related government officials. The type of research used is 

quantitative research using secondary data. The techniques used in this study use 

contribution analysis and effectiveness analysis. Based on the results of the study, 

it shows that the contribution of these three types of taxes to the Original Regional 

Income of Yogyakarta City is fluctuating, with hotel tax providing the largest 

contribution. The average contribution of hotel tax reaches 33.517% per year, 

followed by restaurant tax with an average contribution of 13.906% per year, and 

advertising tax which provides the lowest contribution with an average contribution 

of 1.600% per year. Although the contribution of advertising tax, hotel tax, and 

restaurant tax to Original Regional Income varies, the level of effectiveness of the 

three taxes has shown very good results during the study period. Hotel tax has the 

highest level of effectiveness with an average of 135.66%, followed by hotel tax 

with an average effectiveness value of 114.58%, and advertising tax with an average 

effectiveness of 112.74%. All of these types of taxes have succeeded in achieving 

the targets set each year, indicating that the tax management system in the city of 

Yogyakarta has been running effectively. This study provides important insights for 

local governments in an effort to optimize PAD revenues through better restaurant 

management of advertising tax, hotel tax, and tax. 

 

Keywords: Advertising Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Original Income 

(PAD) 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kontribusi dan 

efektivitas pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023. Data diperoleh dari laporan target dan 

realisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 

2019-2023 dan wawancara dengan pejabat pemerintah yang terkait. Jenis penelitian 

yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Adapun 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kontribusi dan 

analisis efektivitas. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kontribusi ketiga jenis pajak ini terhadap PAD Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif, 

dengan pajak hotel memberikan kontribusi terbesar. Rata-rata kontribusi pajak hotel 

mencapai 33,517% per tahun, diikuti oleh pajak restoran dengan kontribusi rata-

rata sebesar 13,906% per tahun, dan pajak reklame yang memberikan kontribusi 

paling rendah dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,600% per tahun. Meskipun 

kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap PAD bervariasi, 

tingkat efektivitas ketiga pajak tersebut telah menunjukkan hasil yang sangat baik 

selama periode penelitian. Pajak hotel memiliki tingkat efektivitas tertinggi dengan 

rata-rata 135,66%, diikuti oleh pajak restoran dengan nilai rata-rata efektivitas 

sebesar 114,58%, dan pajak reklame dengan rata-rata efektivitas sebesar 112,74%. 

Semua jenis pajak ini berhasil mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya, 

menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pajak di Kota Yogyakarta telah berjalan 

secara efektif. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah 

dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD melalui pengelolaan yang lebih 

baik terhadap pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. 

Kata Kunci : Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pendapatan Asli Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk 

menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi 

kebijakan pemerintah dengan maksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 

(Guntoro, 2021). Penerapan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang 

Dasar 1945, memberikan kewenangan yang luas, konkret, dan ber pengabdian 

kepada setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Salah satu 

sumber daya yang dikelola oleh daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. 

Regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang 

menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan 

retribusi daerah, menjadi acuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

"Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Otonomi daerah 

merupakan konsep dalam memberikan kebebasan dan kewenangan kepada 

pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya daerah tersebut (Rizki et al., 

2023). Dalam konteks ini, pendapatan asli daerah menjadi sumber dana pendapatan 

yang dimiliki oleh daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan lokal, 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membiayai kebutuhan 
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pemerintah daerah atau belanja daerah sendiri (Suryaningsih, 2023). Adanya 

sumber dana yang cukup dari pendapatan asli daerah, diharapkan pemerintah 

daerah tidak perlu lagi bergantung pada subsidi dari pemerintah pusat, sehingga 

tercapai otonomi daerah yang mandiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. 

Pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan pengumpulan pajak 

tertentu dan mengimplementasikan berbagai strategi untuk menghasilkan 

pendapatan. Pendapatan yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk 

membiayai kebutuhan rutin dan proyek pembangunan daerah. Tingkat efektivitas 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah akan berpengaruh positif 

pada perkembangan dan kemajuan daerah tersebut. Pada dasarnya otonomi daerah 

adalah kemandirian daerah, untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal 

keuangan daerah ini maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali 

sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sumber keuanggan 

daerah yakni melalui Pendapatan Asli Daerah (Magdalena Silawati Samosir, 2020). 

Pengumpulan pajak merupakan opsi yang sangat potensial untuk 

meningkatkan pendapatan negara karena jumlahnya relatif stabil. Pajak daerah juga 

dapat memberikan gambaran tentang kontribusi masyarakat dalam mendukung 

keuangan pemerintah daerah dan pembangunan di wilayah tersebut (Hariandja, 

2020). Pajak daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu 

komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian digunakan untuk 

mendukung aktivitas pemerintahan dan pembangunan lokal. Jenis pajak daerah 
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seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame memiliki potensi 

pertumbuhan yang meningkat seiring dengan perkembangan sektor jasa dan 

pariwisata di suatu daerah. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kota yang luas 

dengan populasi yang padat, serta menjadi salah satu pusat industri dan 

pertumbuhan ekonomi yang dianggap sebagai tolok ukur bagi perekonomian 

Indonesia. DIY terdiri dari empat kabupaten dan satu kotamadya. Dalam berbagai 

kesempatan, terlihat banyak iklan dan promosi di pinggir jalan atau lokasi tertentu, 

yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat 

dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik untuk mendapatkan 

perhatian lebih banyak orang (Safitri, 2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah 

mengenakan pajak pada iklan tersebut dengan tarif yang telah ditetapkan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan 

yang vital bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan 

pembangunan daerah (Nurhalimah et al., 2021). Kota Yogyakarta, sebagai salah 

satu kota yang kaya akan warisan budaya dan destinasi wisata, memiliki peran 

penting dalam ekonomi nasional dan regional. Untuk mendukung pembangunan 

dan pelayanan publik yang lebih baik, Kota Yogyakarta perlu mengoptimalkan 

sumber PAD, salah satunya melalui pemanfaatan pajak daerah.  

Usaha di bidang hotel dan restoran juga menjadi sektor ekonomi yang 

berkembang di Yogyakarta dikenal sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan 

pariwisata, sehingga menarik banyak wisatawan lokal maupun internasional. Hal 

ini berdampak pada peningkatan pendapatan yang diterima oleh hotel dan restoran. 
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Kondisi ini menghasilkan peningkatan kunjungan, sehingga bisnis hotel dan 

restoran mengalami perkembangan. Semakin banyaknya hotel dan restoran di suatu 

daerah, maka penerimaan pajak dari sektor ini juga akan meningkat (Lillah, 2020). 

Pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah, 

dan ketiganya memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Dalam konteks ini, pajak-pajak yang dikenakan oleh 

pemerintah daerah, seperti pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran, menjadi 

elemen penting dalam menghasilkan PAD. Pajak reklame dikenakan atas iklan dan 

promosi yang tersebar di berbagai tempat umum di Kota Yogyakarta, sementara 

pajak hotel dikenakan kepada penyedia akomodasi bagi wisatawan yang menginap 

di kota tersebut. Selain itu, pajak restoran juga memberikan kontribusi signifikan 

melalui pengenaan pajak atas transaksi penjualan makanan dan minuman di tempat 

makan.  

Pemenuhan kebutuhan dan pembangunan yang merata perlu dipastikan di 

suatu wilayah, perlu adanya peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Jika 

wilayah tersebut menerima pendapatan yang tinggi, akan lebih mudah bagi 

pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan. Salah satu sumber 

pendapatan yang diandalkan adalah pajak daerah, khususnya Pajak Reklame, Pajak 

Hotel, dan Pajak Restoran. Jika sumber pendapatan ini dikelola dengan efektif dan 

optimal, dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin tahunan di wilayah 

tersebut (Sudarmana & Sudiartha, 2020). Oleh karena itu, pajak reklame, pajak 

hotel, dan pajak restoran mempunyai peranan yang penting dalam Pendapatan Asli 

Daerah.  
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Pajak daerah cukup memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta, seperti penerimaan dari pajak reklame, 

pajak hotel, dan pajak restoran. Berikut merupakan data penerimaan pajak reklame, 

pajak hotel, dan pajak restoran Kota Yogyakarta selama tahun 2019-2023. 

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Reklame 

Tahun Target Realisasi 
Pertumbuhan 

Rp % 

2019 7.200.000.000 7.449.951.971 249.951.971 103,47 

2020 5.000.000.000 6.156.071.238 1.156.071.238 123,12 

2021 6.300.000.000 7.293.470.597 993.470.597 115,77 

2022 6.500.000.000 7.132.421.763 632.421.763 109,73 

2023 5.500.000.000 6.138.799.825 638.799.825 109,73 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Yogyakarta  

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Hotel 

Tahun Target Realisasi 
Pertumbuhan 

Rp % 

2019 152.000.000.000 161.297.192.790 9.297.192.79

0 

106,12 

2020 63.000.000.000 78.279.066.037 15.279.066.0

37 

124,25 

2021 45.000.000.000 69.577.661.221 24.577.661.2

21 

154,62 

2022 145.500.000.000 178.609.791.299 33.109.791.2

99 

122,76 

2023 172.000.000.000 293.386.753.538 121.386.753.

538 

122,76 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Yogyakarta  
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Tabel 1. 3 Penerimaan Pajak Restoran 

Tahun Target Realisasi 
Pertumbuhan 

Rp % 

2019 53.000.000.000 63.237.228.654 10.237.228.654 119,32 

2020 38.015.000.000 43.521.758.533 5.506.758.533 114,49 

2021 44.100.000.000 46.257.454.698 2.157.454.698 104,89 

2022 64.000.000.000 71.705.360.981 7.705.360.981 112,04 

2023 70.000.000.000 85.515.152.289 15.515.152.289 112,04 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Yogyakarta  

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target dan penerimaan dari 

pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran di Kota Yogyakarta terjadi secara 

fluktuatif, terutamanya pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan target 

dikarenakan adanya covid-19. Namun, setelah selesainya dampak covid-19, target 

sudah mulai meningkat dan realisasi penerimaan selalu mencapai target yang telah 

ditentukan. Penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran sangat erat 

kaitannya dalam memberikan kontribusinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta selama lima 

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.  

Tabel 1. 4 Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2029-2023 

Tahun Target PAD 

2019 636.080.000.000 689.050.000.000 

2020 671.770.000.000 563.170.000.000 

2021 565.650.000.000 598.120.000.000 

2022 582.330.000.000 725.580.000.000 



7 
 

 

 
 

2023 666.760.000.000 805.350.000.000 

Rata-rata per tahun 624.518.000.000 676.254.000.000 

Sumber: Data APBD, Kota Yogyakarta 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir 

Pendapatan Asli Daerah terjadi secara fluktuatif. Hal ini terjadi dikarenakan covid-

19, dimana pada tahun 2020 dan 2021 sangat berdampak pada penerimaan daerah 

Kota Yogyakarta. Namun, setelah berhentinya covid-19, penerimaan daerah selalu 

mengalami peningkatan dan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Salah 

satu faktor tersebut juga berasal dari penerimaan pajak daerah, sehingga analisis 

kontribusi dan efektivitas pajak sangat diperlukan. 

Analisis terhadap kontribusi dan efektivitas pajak sangat penting untuk 

memahami sejauh mana pajak-pajak ini berperan dalam peningkatan PAD Kota 

Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri pariwisata, serta 

perubahan perilaku konsumen merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

tingkat kontribusi dan efektivitas pajak-pajak tersebut. Oleh karena itu, penelitian 

yang mendalam dan komprehensif perlu dilakukan untuk menganalisis potensi dan 

kinerja pajak-pajak tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan daerah (Apriyani, 2018).  

Pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi dan efektivitas pajak 

reklame, pajak hotel, dan pajak restoran, diharapkan menjadikan pemerintah Kota 

Yogyakarta dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan 

sumber PAD. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan yang 

berharga bagi pemangku kepentingan lain, seperti dunia usaha dan masyarakat, 
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dalam memahami dampak dari sistem perpajakan terhadap aktivitas ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.  

Pembangunan akan mengalami kesulitan jika sumber pembiayaan tidak 

mencukupi untuk mengatasi kekurangan dan memenuhi kebutuhan suatu wilayah. 

Oleh karena itu, wilayah tersebut diharapkan untuk meningkatkan upaya dalam 

mengelola sumber pendapatan sesuai dengan potensinya. Salah satu sumber 

pendapatan yang dimaksud adalah pajak daerah. Setiap jenis pajak daerah memiliki 

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(Sudarmana & Sudiartha, 2020). Dengan memperhatikan kompleksitas dan 

pentingnya peran pajak-pajak tersebut, penelitian ini akan menggali lebih dalam 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci terkait kontribusi dan efektivitasnya 

terhadap peningkatan PAD Kota Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, 

praktisi pajak, akademisi, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan 

pengelolaan dan pemanfaatan pajak daerah sebagai salah satu instrumen utama 

dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh 

mana kontribusinya, diperlukan perhitungan yang dapat memperlihatkan 

sumbangan yang diberikan oleh Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Langkah-langkah analisis ini akan mencakup pengumpulan data terkait 

pendapatan dari masing-masing jenis pajak, evaluasi efektivitas pemungutannya, 

serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif 
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mengenai optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan strategi yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan antara variabel independen, yaitu pajak reklame, pajak hotel, dan pajak 

restoran, dengan variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini 

dilakukan karena terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya, 

sehingga penelitian ini akan mengkaji ulang variabel-variabel tersebut dengan 

objek dan lingkup yang berbeda. Penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi dan 

Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Penerimaan Pendapatan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Berapa besar kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2019-

2023?  

2. Berapa besar efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2019-

2023?  
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3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak 

reklame, pajak hotel, dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta? 

4. Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kontribusi 

dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Besarnya kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta 2019 – 2023. 

2. Efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta 2019 – 2023. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan 

kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.  

4. Merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan 

kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

mengenai pajak daerah, khususnya terkait pajak reklame, pajak hotel, dan pajak 

restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian ini juga bisa 

menjadi dasar referensi dan sumber informasi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola pajak reklame, 

pajak hotel, dan pajak restoran. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi 

pada peningkatan pendapatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Hasilnya 

juga dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak 

daerah, khususnya untuk pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran Kota 

Yogyakarta.  

 

1.5 Sistematika Penelitian    

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dan dasar dalam 

penelitian kali ini. Bab ini menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Pajak, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran, Kontribusi, 

Efektivitas dan hasil dari penelitian sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, 

subjek dan objek penelitian, jenis data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian maupun perhitungan tentang 

pajak reklame, pajak hotel dan restoran di Pemerintah Kota Yogyakarta. Metode 

dan teknik yang digunakan telah dijelaskan pada bab metode penelitian.   

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi merangkum tentang hasil pembahasan dan analisis data yang telah 

dijelaskan dalam bab sebelumnya, keterbatasan penulis dan saran yang diberikan 

penulis bagi Pemerintah Kota Yogyakarta maupun kepada peneliti selanjutnya.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan alasan teoritis di balik 

penelitian yang dilakukan untuk memahami Analisis dan Kontribusi Pajak 

Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Yogyakarta. Pembahasan yang akan dijabarkan di bab ini mencakup Pajak 

Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan 

Kontribusinya. Bab ini memiliki relevansi dengan bab-bab lainnya, karena 

berfungsi sebagai dasar teoritis dalam menganalisis bab empat untuk menjawab 

rumusan masalah yang terdapat.  

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1Pengertian Pajak 

Definisi pajak menurut UU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

pada Pasal 1 ayat 1 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H. “Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada 

mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 
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membayar pengeluaran umum”. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada 

negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018) ada empat fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Menjadi sumber pemasukan bagi negara, pajak berfungsi sebagai sarana 

untuk mendanai berbagai kebutuhan keuangan negara, termasuk pendanaan 

tugas-tugas rutin dan pelaksanaan program pembangunan.  

2. Fungsi Mengatur (regulerend)      

Pajak berperan sebagai instrumen untuk mengatur atau menjalankan 

kebijakan pemerintah dalam sektor sosial dan ekonomi.  

3. Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi, yang juga dikenal sebagai sumber pendanaan pembangunan, 

mengacu pada penggunaan dana negara yang telah terkumpul dari pajak untuk 

mendukung pembangunan di berbagai sektor. Kas negara yang telah terisi, 

berasal dari pajak yang berhasil dikumpulkan, perlu dialokasikan untuk 

mendukung pembangunan di segala bidang.  

4. Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi, yang juga dikenal sebagai instrumen pemerataan 

pendapatan, melibatkan kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak. 

Dana pajak ini kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan untuk 

pembangunan di berbagai sektor. Penting untuk mendistribusikan penggunaan 
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dana pajak ini secara merata di seluruh wilayah negara, sehingga seluruh 

lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan bersama-sama.  

2.1.1.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Brotodiharjo (2003) agar tidak memicu adanya hambatan maupun 

perlawanan dari wajib pajak, terdapat beberapa syarat dalam pemungutan pajak, 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Dalam mencapai tujuan hukum yang menekankan pada keadilan, undang-

undang dan proses pemungutan pajak harus bersifat adil. Konsep keadilan 

dalam peraturan hukum mencakup penerapan pajak secara umum dan merata, 

serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau 

entitas. Implementasi keadilan dalam pelaksanaannya melibatkan pemberian 

hak kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan keberatan, menunda 

pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.  

2. Fungsi Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  

Di Indonesia, peraturan mengenai pajak dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 2 

UUD 1945. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk menegakkan prinsip 

keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 

3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh menghambat kelancaran kegiatan produksi dan 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan stagnasi ekonomi di masyarakat.  
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4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.  

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Penerapan sistem pemungutan yang simpel akan mempermudah serta 

mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Persyaratan ini telah terpenuhi berdasarkan undang-undang perpajakan yang 

terbaru.  

2.1.1.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, 

antara lain: 

1. Teori Asuransi 

Pemerintah bertanggung jawab melindungi keselamatan, harta, dan hak-hak 

rakyatnya. Oleh karena itu, warga negara diharapkan membayar pajak sebagai 

bentuk kontribusi, diibaratkan sebagai premi asuransi, untuk memastikan 

mereka memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada warga negara didasarkan pada kepentingan 

individu, seperti tingkat perlindungan yang diperoleh. Semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pula jumlah pajak yang 

harus mereka bayar.  
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3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak bagi semua individu harus merata, yang berarti pembayaran 

pajak harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang. Untuk 

menilai kemampuan ekonomi, dapat digunakan dua pendekatan:  

a. Unsur objektif, dengan mempertimbangkan jumlah penghasilan atau 

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 

b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan sejauh mana kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi.  

4. Teori Bakti 

Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada relasi antara warga 

negara dan negaranya. Sebagai bagian dari kewarganegaraan yang berdedikasi, 

rakyat harus senantiasa menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu 

kewajiban yang harus dipenuhi. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Landasan keadilan dapat ditemukan pada dampak pemungutan pajak. 

Pungutan pajak sebenarnya merujuk pada pengambilan daya beli dari 

masyarakat untuk kepentingan negara. Kemudian, negara akan mengalirkan 

kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui program pemeliharaan 

kesejahteraan. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat ditempatkan 

sebagai prioritas utama. 

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai 

berikut: 
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1. Official Assessment System 

Merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberikan kewenangan 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus 

dibayarkan oleh Wajib Pajak. Salah satu contoh pajak yang masih mengadopsi 

sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan. Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Merupakan sistem di mana Wajib Pajak memiliki kewenangan untuk 

menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Contoh pajak yang 

mengadopsi sistem ini termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan 

nilai atas barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), 

pajak hotel, dan pajak restoran. 

3. Withholding System 

Merupakan sistem pengenaan pajak yang memberikan kewenangan kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak) untuk menetapkan jumlah pajak 

yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Ciri khasnya adalah bahwa pihak 

ketiga, yang bukan fiskus maupun Wajib Pajak, memiliki otoritas dalam 

menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Beberapa contoh 

implementasi sistem ini terdapat pada dana pensiun, bendaharawan 
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pemerintah, dan entitas lain yang diberi tanggung jawab untuk memotong 

pajak penghasilan dari pembayaran yang mereka lakukan. 

2.1.1.6 Pembagian Jenis Pajak  

Berdasarkan klasifikasi yang disampaikan oleh Mardiasmo (2018) pajak 

dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak 

daerah. Jenis pajak negara yang masih berlaku saat ini mencakup pajak penghasilan 

(PPh), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas 

barang mewah (PPnBM), bea materai, dan bea lelang.  

2.1.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak 

Untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, terdapat tantangan dalam 

melaksanakan proses tersebut. Menurut Mardiasmo (2018) hambatan dalam 

pemungutan pajak dapat dikategorikan sebagai berikut:  

1. Perlawanan Pasif 

Wajib pajak yang bersikap pasif atau kurang antusias dalam membayar 

pajaknya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.  

2. Perlawanan Aktif 

Wajib pajak yang terlibat dalam perlawanan aktif ini umumnya sengaja 

melakukan tindakan tersebut dengan tujuan menghindari pembayaran pajak 
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yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk dari perlawanan aktif dapat 

melibatkan beberapa hal, seperti: 

a. Tax avoidance upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar 

peraturan perundang-undangan. 

b. Tax evasion, upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar 

hukum, seperti menggelapkan pajak. Biasanya, pelaku perlawanan aktif 

ini adalah wajib pajak yang menerapkan sistem pemungutan pajak melalui 

self-assessment, di mana mereka memiliki kewenangan untuk menentukan 

jumlah pajak yang harus dibayarkan. 

2.1.2 Pajak Daerah 

    Berdasarkan UU Perpajakan No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.   

Menurut Siahaan (2005) "Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang 

dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau entitas tanpa adanya 

imbalan langsung yang setara. Pajak ini dapat diwajibkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk mendanai kegiatan 

pemerintah daerah serta pembangunan di wilayah tersebut. Secara khusus, pajak 

daerah adalah jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan 

daerah. Wewenang pemungutan pajak ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan 
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hasilnya digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah daerah dalam 

menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah."  

2.1.3  Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah daerah, menurut UU No. 28 

Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:  

a. Pajak provinsi terdiri dari: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang dipuggut Negara 

atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.  

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang 

dipungut Negara atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai 

akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak. keadaan ini terjadi 

karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam 

badan usaha.  

3. Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang 

dipungut Negara atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.  

4. Pajak Air Permukaan 

Pajak air permukaan adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas 

pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.  

5. Pajak rokok.  
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Pajak rokok adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas cukai 

rokok.  

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

1. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah 

setempat atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

2. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah 

setempat atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

3. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah 

setempat atas penyelenggaraan hiburan. 

4. Pajak Reklame 

Pajak Reklame adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah 

setempat atas penyelenggaraan reklame. 

5. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah 

daerah setempat atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 

sendiri maupun dari sumber lain. 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pungutan pajak yang 

dipungut pemerintah daerah setempat atas kegiatan pengambilan mineral 
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bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan 

bumi untuk dimanfaatkan. 

7. Pajak Parkir 

Pajak parkir adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah 

setempat atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. 

8. Pajak Air Tanah  

Pajak air tanah adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah 

setempat atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak sarang burung walet adalah pungutan pajak yang dipungut 

pemerintah daerah setempat atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan 

sarang burung walet. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pungutan pajak 

yang dipungut pemerintah daerah setempat atas bumi atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
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Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan pajak 

yang dipungut pemerintah daerah setempat atas perolehan hak atas tanah 

atau bangunan. 

2.1.4 Tarif Pajak Daerah 

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur 

dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling 

tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu: 

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%.  

2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%.  

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%.  

4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%.  

5. Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.  

6. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%.  

7. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%.  

8. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.  

9. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%.  

10. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%.  

11. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25%.  

12. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%.  

13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%.  

14. Pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10%  

15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 0,3% .  
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16. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 

5%. 

2.1.5 Retribusi Daerah 

Retribusi daerah termasuk kategori pendapatan asli daerah. Menurut UU No 

28 Tahun 2009 retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek 

retribusi adalah sebagai berikut: 

a. Jasa umum 

b. Jasa usaha; dan 

c. Perizinan tertentu 

2.1.6 Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 

Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1, Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut 

Pajak, merujuk pada pungutan daerah terkait penyelenggaraan reklame. Reklame 

didefinisikan sebagai segala bentuk benda, alat, perbuatan, atau media yang, 

berdasarkan bentuk, susunan, dan ragamnya, digunakan untuk keperluan komersial 

dengan tujuan memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan barang, jasa, 

atau individu. Reklame juga bertujuan untuk menarik perhatian umum terhadap 

suatu barang, jasa, atau individu yang ditempatkan dan dapat dilihat, dibaca, 

dan/atau didengar oleh publik, kecuali reklame yang dilakukan oleh Pemerintah. 

Penyelenggara Reklame adalah individu atau entitas yang mengatur pelaksanaan 



26 
 

 

 

 
 

reklame, baik atas nama mereka sendiri maupun atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggung jawab mereka. 

 Objek pajak melibatkan semua pihak yang menyelenggarakan reklame. 

Penyelenggara reklame merujuk kepada individu atau entitas hukum yang memiliki 

kemampuan untuk menampilkan iklan, baik atas nama mereka sendiri maupun atas 

nama pihak lain yang mereka wakili.  

Subjek pajak reklame mencakup individu atau entitas yang menyewa 

layanan reklame, sementara wajib pajak reklame dikenakan pada individu atau 

entitas yang menyediakan layanan reklame. 

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Cara 

penghitungan nilai sewa reklame dihitung dengan rumus: 

Nilai sewa reklame = Jenis reklame x Jumlah reklame x Indeks Lokasi x Ukuran 

media x Jangka waktu reklame, Selanjutnya, Tarif pajak reklame yang ditetapkan 

oleh pemerintahan Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 

adalah 25% (dua puluh lima persen).   

2.1.7 Pajak Hotel 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 20, Pajak Hotel didefinisikan sebagai pajak yang 

dikenakan oleh hotel. Hotel, pada konteks ini, merujuk pada fasilitas yang 

menyediakan layanan penginapan atau peristirahatan, termasuk layanan terkait 

lainnya yang diberikan dengan pembayaran. Definisi ini mencakup motel, losmen, 

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan jenis 
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tempat penginapan lainnya, termasuk rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh 

kamar. 

Wajib pajak hotel mencakup individu atau badan yang memiliki usaha hotel. 

Sementara itu, subjek pajak hotel adalah individu atau badan yang membayar 

kepada pemilik usaha hotel. Oleh karena itu, pajak hotel dikenakan pada konsumen 

yang menikmati fasilitas hotel. 

Sementara itu, objek pajak hotel melibatkan layanan yang disediakan oleh 

hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan pendukung yang bersifat 

melengkapi hotel untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada 

pengguna, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

Tarif pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintahan Kota Yogyakarta 

menurut Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 adalah 10%.  

2.1.8 Pajak Restoran 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

Pasal 1 ayat 9, Pajak Restoran didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas 

pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran, dalam konteks ini, merujuk 

pada fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan pembayaran, 

mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jenis tempat lainnya, 

termasuk layanan katering atau jasa boga. Tarif pajak restoran yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2011, adalah sebesar 10%.    
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Subjek pajak restoran terdiri dari individu atau badan yang membeli 

makanan atau minuman dari restoran, sehingga pajak restoran dikenakan pada 

konsumen. Di sisi lain, wajib pajak restoran terdiri dari individu atau entitas yang 

mengelola restoran. Tanggung jawab mereka melibatkan pelaporan dan 

pembayaran pajak kepada pemerintah terkait. 

Objek pajak restoran adalah layanan yang diberikan oleh restoran, yang 

dapat mencakup layanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi 

oleh pembeli, baik itu dilakukan di lokasi tempat pelayanan maupun di tempat lain 

(Abd Madjid et al., 2024).  

2.1.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merujuk pada penerimaan keuangan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sumber dana yang berasal dari inovasi 

dan kreativitas pemerintah daerah dalam menciptakan sumber pendapatan baru. 

Saat ini, banyak pemerintah daerah yang telah membuat peraturan daerah baru 

untuk memperkuat posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh daerah masih tergolong kecil dibandingkan 

dengan pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dari daerah, namun sebagian 

besar daerah tetap bersemangat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (N et al., 2023).  
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 Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tujuan dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 

daerah, sebagai implementasi dari konsep desentralisasi. Dengan keberadaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola 

kekayaannya secara mandiri yang berasal dari sumber kekayaan daerah masing-

masing. 

2.1.10 Kontribusi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kontribusi" diartikan sebagai suatu 

sumbangan. Sementara itu, dalam konteks ekonomi, bisnis, dan perbankan 

(Guritno, 2017), "kontribusi" merujuk pada suatu yang diberikan bersama-sama 

dengan pihak lain untuk mencapai tujuan biaya atau kerugian tertentu secara 

bersama.  

2.1.11 Efektivitas 

Efektivitas dapat diukur dengan melihat rasio yang mencerminkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. 

Menurut Halim (2014), efektivitas pajak digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

pemerintah daerah dalam mencapai realisasi pajak sesuai dengan anggaran yang 

telah ditetapkan. Evaluasi ini memberikan penilaian apakah pemerintah berhasil 

atau gagal dalam memenuhi target anggaran yang telah ditentukan.  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi topik penelitian yang akan 

dilakukan. Banyaknya penelitian serupa yang telah dilakukan dapa dijadikan 

kajian. Kajian terdahulu merupakan salah satu sumber dari hasil penelitian 

terdahulu yang dapat digunakan peneliti untuk mencari perbandingan dari 

penelitian yang akan dilakukan.  

 Variabel yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pajak reklame, pajak hotel, 

dan pajak restoran. Berberapa penelitian menunjukan bahwa pajak reklame 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningtyas & Ratnawati (2022) yang 

dilakukan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu 

dengan judul Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa berdasarkan analisis data di 

atas, hasil studi ini menunjukkan bahwa pajak reklame, pajak hotel, dan pajak 

restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yuniati & Yuliandi (2021) yang 

dilakukan di Kota Bogor dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak 

Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor 

menyatakan bahwa hasil dari analisis studi ini menunjukan bahwa pajak reklame 

dan pajak restoran memiliki pengaruh sangat efektif terbukti dengan angka rata-rata 

rasio efektivitas pajak reklame sebesar 104,06% ini juga menunjukan bahwa kinerja 

pemerintah Kota Bogor dalam pemungutan pajak reklame sudah baik. Namun 

dalam penelitian Jariyah & Mildawati (2020) yang melakukan penelitian di Badan 
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Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya menunjukan bahwa pajak 

reklame memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota 

Surabaya rata-rata sebesar 2,77% per tahun.  

 Kemudian terdapat variabel independen lainnya yang diteliti yaitu pajak 

hotel. Beberapa penelitian menunjukan bahwa pajak hotel berpengaruh positif 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Meiani 

(2022) di Kota Balikpapan dengan judul Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel merupakan penyumbang terbesar 

di Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. Kemudian efektivitas 

penerimaan pajak hotel di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi dari 

tahun ke tahun. Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 besarnya efektivitas 

pajak daerah masih naik turun, tetapi sebagian besar sudah masuk dalam katagori 

sudah efektif. Penerimaan pajak hotel terendah pada tahun 2020 yakini sebesar 3,82 

persen. Kemudian untuk persentase penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2016 

yakni sebesar 7,02 persen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Etem & 

Wahyudi (2023) di Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan judul 

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa Efektivitas 

penerimaan pajak hotel selama 2018-2021 mengalami fluktuasi, dimana persentase 

efektivitas pada tahun 2018 sebesar 97,46%, pada tahun 2019 sebesar 87,91%, 

tahun 2020 sebesar 52,34% dan pada tahun 2021 sebesar 109,17%. Rata-rata 
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kontribusi pajak hotel selama 4 tahun masih dibawah angka 20%. Hal ini 

mempengaruhi tingkat kontribusi pajak hotel sehingga masih sangat kurang dalam 

meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat selama 2018-2021.  

 Variabel independen selanjutnya adalah pajak restoran. Berberapa 

penelitian menunjukan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2021) di 

Kota Jakarta dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan 

Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa 

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jakarta 

selama tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 6,57%. Dengan demikian, pajak restoran 

memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap PAD Kota Jakarta selama 

periode tersebut. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rianto (2021) di 

Kabupaten Tangerang dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Reklame 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa Pajak restoran 

memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Tangerang, dengan nilai korelasi sebesar 98,2%. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Cesarie & Suhartini (2022) di Kabupaten Sidoarjo dengan 

judul Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa Kontribusi dari pajak hotel, 

pajak hiburan, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 masih tergolong sangat kurang, karena 

pertumbuhan penerimaan PAD lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan 

pajak daerah.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah terjadi sejumlah 

pembangunan signifikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mendukung 

proyek-proyek pembangunan ini, dana yang cukup besar diperlukan, dan salah satu 

sumber pendanaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah 

menjadi komponen terbesar dalam PAD, dengan peneliti menyoroti tiga jenis pajak 

daerah utama, yaitu pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. 

Meskipun pajak menjadi sumber utama pendapatan, pemungutan pajak 

masih sering mengalami kendala akibat upaya penghindaran pajak oleh para wajib 

pajak. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara target pajak yang ditetapkan 

dengan realisasi yang sebenarnya. Untuk mengatasi hal ini, analisis efektivitas 

dilakukan dengan fokus pada pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. 

Tingkat efektivitas ini akan membandingkan besarnya target pajak dengan realisasi 

yang tercapai. 

Pajak reklame dinilai memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam 

pendapatan daerah, terutama seiring dengan peningkatan jumlah hotel dan restoran 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis 

kontribusi masing-masing pajak tersebut terhadap PAD, sebagai langkah untuk 

menilai tingkat kontribusi dari pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran 

terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian 

ini mencakup aspek efektivitas pemungutan pajak dan kontribusi pajak terhadap 

PAD. 
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Kerangka berpikir ini memberikan panduan yang sistematis untuk 

menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak 

restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah daerah dalam 

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.  
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         Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

Pendapatan Asli Daerah 

Pajak Hotel 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Analisis Data Deskriptif Kuantitatif  

1. Data Sekunder dengan 

mengumpulkan data dari 

dokumen dan laporan 

keuangan resmi terkait pajak 

daerah. 

  

Analisis Efektivitas 

Pajak Reklame Pajak Restoran 

Analisis Kontribusi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini mencakup seluruh data realisasi penerimaan pajak 

dari ketiga jenis pajak tersebut selama lima tahun. Populasi ini meliputi semua 

laporan resmi yang mencatat target dan realisasi penerimaan pajak reklame, pajak 

hotel, dan pajak restoran serta total PAD Kota Yogyakarta. Untuk keperluan analisis 

yang lebih mendalam, sampel penelitian diambil dari data tahunan yang terdiri dari 

realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak, beserta kontribusinya terhadap 

PAD setiap tahunnya. Dengan menganalisis data ini, penelitian bertujuan untuk 

mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan dan 

mengidentifikasi sejauh mana masing-masing pajak berkontribusi terhadap 

peningkatan PAD Kota Yogyakarta selama periode 2019 - 2023.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode antara penelitian kuantitatif dan 

penggunaan data sekunder untuk menganalisis kontribusi serta efektivitas pajak 

reklame, pajak hotel, dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Yogyakarta, dengan fokus pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD). Data sekunder yang digunakan mencakup laporan 

target dan realisasi penerimaan pajak serta data dari Laporan Badan Pengelolaan 

Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, serta dokumen resmi 
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lainnya yang relevan digunakan untuk melakukan analisis statistik deskriptif dan 

perhitungan kontribusi pajak-pajak tersebut terhadap total PAD selama periode 

2019-2023. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang bagaimana kebijakan perpajakan yang diterapkan 

mempengaruhi pendapatan daerah di Kota Yogyakarta.  

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jl. Kenari No.56, Muja Muju, 

Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165. 

Badan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya yang sentral dalam 

mengelola keuangan dan aset daerah, termasuk pengelolaan pajak reklame, pajak 

hotel, dan pajak restoran. Lokasinya yang strategis di pusat administrasi Kota 

Yogyakarta memungkinkan akses yang mudah untuk pengumpulan data primer dan 

interaksi langsung dengan informan kunci dalam penelitian ini.  

 

3.4 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Yogyakarta, dengan penekanan khusus pada tiga jenis pajak: pajak reklame, pajak 

hotel, dan pajak restoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

kontribusi masing-masing pajak terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Yogyakarta serta mengevaluasi kinerja pajak-pajak tersebut selama periode 2019 

hingga 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 
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anggaran mengenai target dan realisasi pendapatan yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta. Laporan tersebut berisi informasi rinci mengenai 

jumlah pajak yang ditargetkan dan yang berhasil direalisasikan setiap tahun, 

sehingga memungkinkan analisis menyeluruh terhadap kontribusi dan efektivitas 

kebijakan perpajakan di Kota Yogyakarta.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh 

mengenai pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Pengumpulan data 

kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang telah tersedia 

website Direktorat Jenderal Pajak. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai 

sumber resmi, seperti laporan realisasi anggaran dan target tahunan instansi pajak 

dan dokumen-dokumen pemerintah yang berkaitan dengan pajak reklame, pajak 

hotel, dan pajak restoran. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah pendapatan 

pajak, jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan, dan indikator-indikator lain yang 

relevan dengan objek penelitian.  

 

3.6 Definisi Operasional Variable 

3.6.1 Kontribusi 

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau 

pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, 

masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut Nooraini & Syarifudin (2018) 
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kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan 

biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. 

 Kontribusi Pajak Daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut :   

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥 100% 

 

3.6.2 Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah 

kemampuan atau kualitas untuk efektif. Efektif sendiri didefinisikan sebagai 

mampu memberikan hasil yang diharapkan atau diinginkan (Lestari et al., 2023). 

Jadi, secara umum, efektivitas menurut KBBI merujuk pada kemampuan atau 

kualitas dalam mencapai hasil yang diinginkan atau diharapkan.  

 Rasio Efektivitas Pajak Daerah dapat dihitung melalui rumus sebagai 

berikut: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥100% 

 

3.6.3 Pajak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pajak diartikan 

sebagai kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh penduduk, umumnya 

berupa uang, sebagai kontribusi wajib kepada negara atau pemerintah terkait 

dengan pendapatan, kepemilikan, harga pembelian barang, dan hal lainnya. 
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Menurut UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU 

No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dijelaskan bahwa 

pajak adalah kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu 

atau badan secara memaksa berdasarkan ketentuan hukum. Pajak tersebut 

dikenakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan diperuntukkan untuk 

memenuhi kebutuhan negara dengan maksud mencapai tingkat kesejahteraan 

masyarakat sebesar-besarnya (Adrian Sutedi, S.H., 2011).  

3.6.4 Pajak Reklame 

Pajak reklame memiliki peran penting sebagai salah satu pajak daerah dan 

menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan 

posisi strategis dalam pendanaan pembangunan daerah. Penerimaan pajak reklame 

merupakan kontribusi yang diserahkan dan digunakan untuk kepentingan 

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. 

Pembaharuan undang-undang ini didasarkan pada prinsip hukum yang jelas dan 

kuat, yang harus diikuti oleh masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, memberikan 

peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk mengenakan pajak jenis lain yang 

dianggap memenuhi syarat dan potensi daerah. Tujuannya adalah memberikan 

fleksibilitas kepada daerah kabupaten/kota untuk mengantisipasi kondisi dan 

perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang, yang dapat menghasilkan 

perkembangan potensi pajak, dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis 

pajak, aspirasi masyarakat, dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sesuai dengan 

Pasal 36, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
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Objek Pajak Reklame menurut PERDA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

yaitu :  

a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 

b. reklame kain; 

c. reklame melekat, stiker; 

d. reklame selebaran; 

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

f. reklame udara; 

g. reklame apung; 

h. reklame suara; 

i. reklame film/ slide; dan 

j. reklame peragaan. 

3.6.5 Pajak Hotel 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 

mengenai Pajak Daerah Kota Yogyakarta, bagian ketiga Pasal 3 mengatur mengenai 

Pajak Hotel. Pajak hotel merupakan pungutan pajak yang dikenakan pada setiap 

layanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah total 

pembayaran yang dibayarkan kepada hotel, termasuk di dalamnya tempat kos, 

wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 

10% berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.  
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3.6.6 Pajak Restoran 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 

mengenai Pajak Daerah Kota Yogyakarta, pada bagian keempat Pasal 12 mengatur 

mengenai Pajak Restoran. Pajak Restoran merupakan pungutan daerah yang 

dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran, mencakup penjualan makanan 

dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik itu di tempat pelayanan 

maupun di tempat lain. Restoran diartikan sebagai tempat yang menyediakan 

makanan dan/atau minuman dengan dikenakan biaya, termasuk cafe, bar, bakery, 

rumah makan, tata boga/catering, jamuan makanan hotel, pusat kebugaran, pondok 

lesehan, depot, warung makan, warung makan kaki lima, dan jenis usaha serupa, 

kecuali diatur lain dalam peraturan daerah. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 

10% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. 

3.6.7 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan keuangan 

yang berasal dari wilayah setempat, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 

sebagai revisi dari UU No. 28 Tahun 2009. Pendapatan asli daerah mencakup 

"pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah 

lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." PAD adalah 

penerimaan keuangan yang diperoleh dan dikumpulkan oleh daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sumber pendapatan ini berasal dari berbagai aspek, termasuk pajak daerah, retribusi 
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daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah 

lain yang sah. Tujuan utama PAD adalah memberikan kewenangan kepada daerah 

dalam mencari sumber pendanaan guna mendukung penerapan otonomi daerah 

sebagai wujud dari prinsip desentralisasi.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dari data sekunder 

untuk mengevaluasi kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, pajak 

restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Data ini dianalisis 

secara detail untuk mengidentifikasi yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan 

dan implementasinya. Data sekunder yang digunakan terdiri dari laporan target dan 

realisasi penerimaan pajak serta data dari Laporan Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Data tersebut digunakan untuk 

melakukan perhitungan kontribusi dan efektivitas. Analisis kontribusi dilakukan 

untuk mengukur sejauh mana setiap jenis pajak berkontribusi terhadap total PAD, 

sedangkan analisis efektivitas menilai sejauh mana target penerimaan pajak tercapai 

dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak selama periode 2019-2023. 

Kombinasi metode ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang 

perpajakan dan dampaknya terhadap peningkatan PAD di Kota Yogyakarta.   

3.7.1 Analisis Kontribusi 

Analisis kontribusi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran berpengaruh 
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terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Nooraini & Syarifudin, 2018).  Dalam 

menghitung kontribusi pajak-pajak tersebut terhadap PAD selama lima tahun 

terakhir (2019-2024), langkah pertama adalah mengumpulkan data penerimaan dari 

masing-masing jenis pajak setiap tahunnya. Kemudian, jumlah penerimaan dari 

setiap pajak dihitung sebagai persentase dari total PAD tahunan. Misalnya, 

kontribusi pajak reklame terhadap PAD dihitung dengan rumus:  

Analisis Kontribusi Pajak Reklame  

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥 100% 

 

Analisis Kontribusi Pajak Hotel 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥 100% 

Analisis Kontribusi Pajak Restoran  

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥 100% 

Untuk mengukur nilai kontribusi, maka digunakan indikator sebagai berikut: 

Tabel 3. 1  

Tabel Klasifikasi Kontribusi 

Persentase Kriteria 

0-10 Sangat Kurang 

11-20 Kurang 

21-30 Sedang 
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31-40 Cukup Sedang 

41-50 Baik 

Diatas 50 Sangat Baik 

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Penentuan 

penerimaan Daerah. 

3.7.2 Analisis Efektivitas 

Menurut (Lestari et al., 2023) Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi 

sebagai akibat dari pencapaian tujuan yang diinginkan. Apabila suatu organisasi 

berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah 

berjalan dengan efektif. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak reklame, 

pajak hotel, dan pajak restoran, diperlukan evaluasi terhadap sejauh mana 

penerimaan dari masing-masing pajak tersebut mampu memenuhi target yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah ini melibatkan perbandingan antara 

realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan setiap 

tahun. Selain itu, analisis ini juga mencakup penilaian terhadap proses penagihan 

pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan dampak kebijakan pajak terhadap sektor 

terkait. Dengan mengevaluasi semua aspek ini, dapat ditentukan apakah sistem 

perpajakan tersebut berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). maka peneliti menggunakan 

rumus :  

Analisis Efektivitas Pajak Reklame  

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒
𝑥 100% 
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Analisis Efektivitas Pajak Hotel  

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙
𝑥 100% 

Analisis Efektivitas Pajak Restoran   

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛
𝑥 100% 

 

Hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa semakin tinggi 

persentase yang dicapai, maka pemungutan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak 

restoran dapat dikatakan lebih efektif. Ini berarti bahwa penerimaan pajak dari 

ketiga sektor tersebut berhasil memenuhi atau bahkan melampaui target yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah, mencerminkan kinerja yang optimal dalam 

penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak yang baik. Sebaliknya, semakin rendah 

persentase yang dicapai, semakin tidak efektif pemungutan pajak reklame, pajak 

hotel, dan pajak restoran. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak tidak 

mencapai target yang diharapkan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti 

kurangnya kepatuhan wajib pajak, kelemahan dalam proses penagihan, atau kondisi 

ekonomi yang kurang mendukung. Analisis ini menekankan pentingnya evaluasi 

dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem perpajakan untuk memastikan kontribusi 

yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Tabel 3. 2 

 Klasifikasi Kriteria Efektivitas 

Persentase Kriteria Keterangan 

>100% Sangat efektif SE 
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>90% - 100% Efektif E 

>80% - 90% Cukup efektif CE 

>60% - 80% Kurang efektif KE 

>60% Tidak efektif TE 

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.329 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Berikut merupakan data mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta 

pada tahun 2019-2023: 

Tabel 4. 1 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2029-2023 

Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2019 689.050.000.000 

2020 563.170.000.000 

2021 598.120.000.000 

2022 725.580.000.000 

2023 805.350.000.000 

Rata-rata per tahun 676.254.000.000 

Sumber: Data APBD, Kota Yogyakarta 

 Dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta mengalami 

fluktuasi selama lima tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai tahun 2023.  Pada tabel 

4.1, Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar Rp. 

689.050.000.000 kemudian pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah yang 

terealisasi sebesar 563.170.000.000. Pada tahun ini pendapatan asli daerah 

mengalami penurunan dratis sebesar Rp. 125.880.000.000 dari tahun 2019. Hal ini 

disebabkan Pandemi Covid-1 yang berdampak terhadap perekonomian Kota 
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Yogyakarta. Kondisi ini tidak bisa dipergunakan dalam pembiayaan Pemerintah 

Kota dikarenakan Pendapatan Asli Daerah yang menurun secara signifikan. 

Meskipun hal ini sudah diperhitungkan namun tetap berkurang jauh dari tahun 

sebelumnya, dimana kondisinya masih normal belum terancam dengan Pandemi 

Covid-19. Dengan kondisi demikian, rencana kerja perangkat daerah dilakukan 

penyesuaian hingga akhir tahun 2021. Pada tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah 

mulai meningkat tetapi belum signifikan, yakni mengalami peningkatan sebesar 

Rp. 34.950.000.000. Kemudian, pada tahun 2022 hingga 2023 Pendapatan Asli 

Daerah telah mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2022 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 127.460.000.000 dari tahun 2021. Kemudian, 

pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 79.770.000.000 dari tahun 2022. 

 

4.2  Kontribusi Pajak Reklame  

Tabel 4. 2 

Pendapatan Pajak Reklame Kota Yogyakarta 2019-2023 

Tahun Target Realisasi 
Pertumbuhan 

Rp % 

2019 7.200.000.000 7.449.951.971 249.951.971 103,47 

2020 5.000.000.000 6.156.071.238 1.156.071.238 123,12 

2021 6.300.000.000 7.293.470.597 993.470.597 115,77 

2022 6.500.000.000 7.132.421.763 632.421.763 109,73 

2023 5.500.000.000 6.138.799.825 638.799.825 109,73 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Yogyakarta  
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 Berdasarkan tabel 4.2, realisasi pajak reklame dari tahun 2019 hingga tahun 

2023 selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil data ini menunjukkan 

bahwa pajak reklame memberikan perubahan yang baik dalam meningkatkan 

penerimaan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Pajak reklame juga 

mempunyai potensi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Yogyakarta.  

  Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota 

Yogyakarta, persentase kontribusi pajak reklame tahun 2019-2023 dapat dilihat 

dalam perhitungan berikut : 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑋 100% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 =
7.449.951.971

689.050.000.000
 𝑋 100% =  1,081% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 =
6.156.071.238

563.170.000.000
 𝑋 100% = 1,093% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 =
7.293.470.597

598.120.000.000
 𝑋 100% = 1,219% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2022 =
7.132.421.763

725.580.000.000
 𝑋 100% = 0,983% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2023 =
6.138.799.825

805.350.000.000
 𝑋 100% = 0,762% 

Tabel 4. 3 

Kontribusi Pajak Reklame Kota Yogyakarta Tahun 2029-2023 

Tahun Realisasi PAD Kontribusi Ket. 

2019 7.449.951.971 689.050.000.000 1,081% Sangat 

kurang 
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2020 6.156.071.238 563.170.000.000 1,093% Sangat 

kurang 

2021 7.293.470.597 598.120.000.000 1,219% Sangat 

kurang 

2022 7.132.421.763 725.580.000.000 0,983% Sangat 

kurang 

2023 6.138.799.825 805.350.000.000 0,762% Sangat 

kurang 

Rata-Rata Kontribusi 
1,028% Sangat 

kurang 

Sumber: Hasil Olah Data, 2024 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.3, kontribusi pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 masih sangat kurang 

dengan nilai rata-rata sebesar 1,028% per tahun. Kontribusi tertinggi dari pajak 

reklame dapat dilihat pada tahun 2021 yaitu memberikan kontribusi sebesar 

1,219%, sedangkan kontribusi terendah dari pajak reklame dapat dilihat pada tahun 

2023 yaitu memberikan kontribusi sebesar 0,762%. Oleh karena itu, kontribusi 

pajak reklame harus lebih dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Yogyakarta. 

4.3 Kontribusi Pajak Hotel 

Tabel 4. 4 

Pendapatan Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2019-2023 

Tahun Target Realisasi 
Pertumbuhan 

Rp % 

2019 152.000.000.000 161.297.192.790 9.297.192.790 106,12 

2020 63.000.000.000 78.279.066.037 15.279.066.037 124,25 

2021 45.000.000.000 69.577.661.221 24.577.661.221 154,62 

2022 145.500.000.000 178.609.791.299 33.109.791.299 122,76 

2023 172.000.000.000 293.386.753.538 121.386.753.538 122,76 
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Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Yogyakarta  

 Berdasarkan tabel 4.4, realisasi pajak hotel dari tahun 2019 hingga tahun 

2023 selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil data ini menunjukkan 

bahwa pajak hotel memberikan perubahan yang baik dalam meningkatkan 

penerimaan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Pajak hotel juga mempunyai 

potensi yang sangat besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Yogyakarta.  

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota 

Yogyakarta, persentase kontribusi pajak hotel tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam 

perhitungan berikut : 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑋 100% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 =
161.297.192.790

689.050.000.000
 𝑋 100% =  23,409% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 =
78.279.066.037

563.170.000.000
 𝑋 100% = 13,900% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 =
69.577.661.221

598.120.000.000
 𝑋 100% = 11,633% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2022 =
178.609.791.299

725.580.000.000
 𝑋 100% = 24,616% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2023 =
293.386.753.538

805.350.000.000
 𝑋 100% = 36,430% 
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Tabel 4. 5 

Kontribusi Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2029-2023 

Tahun Realisasi PAD Kontribusi Ket. 

2019 161.297.192.790 689.050.000.000 23,409% Sedang 

2020 78.279.066.037 563.170.000.000 13,900% Kurang 

2021 69.577.661.221 598.120.000.000 11,633% Kurang 

2022 178.609.791.299 725.580.000.000 24,616% Sedang 

2023 293.386.753.538 805.350.000.000 36,430% Cukup 

Sedang 

Rata-Rata Kontribusi 21,997% Sedang 

Sumber: Hasil Olah Data, 2024   

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5, kontribusi pajak hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 pada kategori sedang 

dengan nilai rata-rata sebesar 21,997% per tahun. Pajak hotel menjadi salah satu 

faktor yang signifikan dalam memberikan peningkatan penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Yogyakarta. Kontribusi pajak hotel tahun 2019-2023 cukup 

fluktuatif. Kontribusi pajak hotel tahun 2019 sebesar 23,409% dengan kategori 

sedang, tahun 2020 sebesar 13,900% dengan kategori kurang, tahun 2021 sebesar 

11,633% dengan kategori kurang, tahun 2022 sebesar 24,616% dengan kategori 

sedang, dan pada tahun 2023 memberikan kontribusi tertinggi dengan nilai sebesar 

36,430% dengan kategori cukup sedang. Penerimaan pajak hotel ini tetap harus 

dipertahankan dan ditingkatkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Yogyakarta pada tahun berikutnya.  
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4.4 Kontribusi Pajak Restoran 

Tabel 4. 6 

Pendapatan Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2019-2023 

Tahun Target Realisasi 
Pertumbuhan 

Rp % 

2019 53.000.000.000 63.237.228.654 10.237.228.654 119,32 

2020 38.015.000.000 43.521.758.533 5.506.758.533 114,49 

2021 44.100.000.000 46.257.454.698 2.157.454.698 104,89 

2022 64.000.000.000 71.705.360.981 7.705.360.981 112,04 

2023 70.000.000.000 85.515.152.289 15.515.152.289 112,04 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Yogyakarta  

Berdasarkan tabel 4.6, realisasi pajak restoran dari tahun 2019 hingga tahun 

2023 selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil data ini menunjukkan 

bahwa pajak restoran memberikan perubahan yang baik dalam meningkatkan 

penerimaan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Pajak restoran juga 

mempunyai potensi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Yogyakarta.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota 

Yogyakarta, persentase kontribusi pajak restoran tahun 2019-2023 dapat dilihat 

dalam perhitungan berikut : 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑋 100% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 =
63.237.228.654

689.050.000.000
 𝑋 100% =  9,177% 



55 
 

 
 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 =
43.521.758.533

563.170.000.000
 𝑋 100% = 7,728% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 =
46.257.454.698

598.120.000.000
 𝑋 100% = 7,734% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2022 =
71.705.360.981

725.580.000.000
 𝑋 100% = 9,882% 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2023 =
85.515.152.289

805.350.000.000
 𝑋 100% = 10,618% 

Tabel 4. 7 

Kontribusi Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2029-2023 

Tahun Realisasi PAD Kontribusi Ket. 

2019 63.237.228.654 689.050.000.000 9,177% Kurang  

2020 43.521.758.533 563.170.000.000 7,728% Kurang  

2021 46.257.454.698 598.120.000.000 7,734% Kurang  

2022 71.705.360.981 725.580.000.000 9,882% Kurang  

2023 85.515.152.289 805.350.000.000 10,618% Kurang  

Rata-Rata Kontribusi 9,028% Kurang  

Sumber: Hasil Olah Data, 2024   

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.7, kontribusi pajak restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 masih kurang dengan 

nilai rata-rata sebesar 9,028 % per tahun. Kontribusi tertinggi dari pajak restoran 

dapat dilihat pada tahun 2023 yaitu memberikan kontribusi sebesar 10,618%, 

sedangkan kontribusi terendah dari pajak restoran dapat dilihat pada tahun 2020 

yaitu memberikan kontribusi sebesar 7,728%. Oleh karena itu, kontribusi pajak 

restoran harus lebih dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Yogyakarta. 
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4.5 Efektivitas Pajak Reklame 

Persentase efektivitas pajak reklame tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam 

perhitungan berikut : 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒
 𝑋 100% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 =
7.449.951.971

7.200.000.000
 𝑋 100% =  103,47% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 =
6.156.071.238

5.000.000.000
 𝑋 100% = 123,12% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 =
7.293.470.597

6.300.000.000
 𝑋 100% = 115,77% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2022 =
7.132.421.763

6.500.000.000
 𝑋 100% = 109,73% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2023 =
6.138.799.825

5.500.000.000
 𝑋 100% = 111,61% 

Tabel 4. 8 

Tabel Analisis Efektivitas Pajak Reklame Kota Yogyakarta 2019-2023 

Tahun Target Realisasi Efektivitas Ket. 

2019 7.200.000.000 7.449.951.971 103,47% Sangat 

efektif 

2020 5.000.000.000 6.156.071.238 123,12% Sangat 

efektif 

2021 6.300.000.000 7.293.470.597 115,77% Sangat 

efektif 

2022 6.500.000.000 7.132.421.763 109,73% Sangat 

efektif 

2023 5.500.000.000 6.138.799.825 111,61% Sangat 

efektif 

Rata-Rata Efektivitas 112,74% Sangat 

efektif 

Sumber: Hasil Olah Data, 2024   



57 
 

 
 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.8, efektivitas pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 sudah sangat efektif 

dengan nilai rata-rata sebesar 112,74% per tahun. Efektivitas tertinggi dari pajak 

reklame dapat dilihat pada tahun 2020 yaitu memberikan efektivitas sebesar 

123,12%, sedangkan efektivitas terendah dari pajak reklame dapat dilihat pada 

tahun 2019 yaitu memberikan efektivitas sebesar 103,47%.  

 

4.6 Efektivitas Pajak Hotel 

Persentase efektivitas pajak hotel tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam 

perhitungan berikut : 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙
 𝑋 100% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 =
161.297.192.790

152.000.000.000
 𝑋 100% =  106,12% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 =
78.279.066.037

63.000.000.000
 𝑋 100% = 124,25% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 =
69.577.661.221

45.000.000.000
 𝑋 100% = 154,62% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2022 =
178.609.791.299

145.500.000.000
 𝑋 100% = 122,76% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2023 =
293.386.753.538

172.000.000.000
 𝑋 100% = 170,57% 
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Tabel 4. 9 

Tabel Analisis Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2019-2023 

Tahun Target Realisasi Efektivitas Ket. 

2019 152.000.000.000 161.297.192.790 106,12% Sangat 

efektif 

2020 63.000.000.000 78.279.066.037 124,25% Sangat 

efektif 

2021 45.000.000.000 69.577.661.221 154,62% Sangat 

efektif 

2022 145.500.000.000 178.609.791.299 122,76% Sangat 

efektif 

2023 172.000.000.000 293.386.753.538 170,57% Sangat 

efektif 

Rata-Rata Efektivitas 135,66% Sangat 

efektif 

Sumber: Hasil Olah Data, 2024   

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.9, efektivitas pajak hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 sudah sangat efektif 

dengan nilai rata-rata sebesar 135,66% per tahun. Efektivitas tertinggi dari pajak 

hotel dapat dilihat pada tahun 2023 yaitu memberikan efektivitas sebesar 170,57%, 

sedangkan efektivitas terendah dari pajak hotel dapat dilihat pada tahun 2019 yaitu 

memberikan efektivitas sebesar 106,12%.  

 

4.7  Efektivitas Pajak Restoran 

Persentase efektivitas pajak restoran tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam 

perhitungan berikut : 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛
𝑋 100% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019 =
161.297.192.790

152.000.000.000
 𝑋 100% = 119,32% 
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𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020 =
78.279.066.037

63.000.000.000
 𝑋 100% = 114,49% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021 =
69.577.661.221

45.000.000.000
 𝑋 100% = 104,89% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2022 =
178.609.791.299

145.500.000.000
 𝑋 100% = 112,04% 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2023 =
293.386.753.538

172.000.000.000
 𝑋 100% = 122,16% 

Tabel 4. 10 

Tabel Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2019-2023 

Tahun Target Realisasi Efektivitas Ket. 

2019 53.000.000.000 63.237.228.654 119,32% Sangat 

efektif 

2020 38.015.000.000 43.521.758.533 114,49% Sangat 

efektif 

2021 44.100.000.000 46.257.454.698 104,89% Sangat 

efektif 

2022 64.000.000.000 71.705.360.981 112,04% Sangat 

efektif 

2023 70.000.000.000 85.515.152.289 122,16% Sangat 

efektif 

Rata-Rata Efektivitas 114,58% Sangat 

efektif 

Sumber: Hasil Olah Data, 2024   

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.10, efektivitas pajak restoran 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 sudah sangat 

efektif dengan nilai rata-rata sebesar 114,58% per tahun. Efektivitas tertinggi dari 

pajak restoran dapat dilihat pada tahun 2023 yaitu memberikan efektivitas sebesar 

122,16%, sedangkan efektivitas terendah dari pajak restoran dapat dilihat pada tahun 

2021 yaitu memberikan efektivitas sebesar 104,89%.  
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4.8  Pembahasan 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, akan dibahas terkait 

dengan analisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak 

restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data, 

telah terbukti bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta selalu 

mencapai target yang ditetapkan. Dalam pencapaian ini pastinya masih terdapat 

kendala dalam menjalankan pemungutan pajak. Pajak reklame sulit didata, 

terutama yang ilegal atau sementara, dengan penegakan hukum yang lemah. Pajak 

hotel menghadapi ketidakpatuhan wajib pajak dan fluktuasi pendapatan, sementara 

pajak restoran seringkali dihindari melalui pelaporan pendapatan yang tidak akurat 

dan pengawasan yang kurang efektif. Tantangan ini dikarenakan oleh peraturan 

yang tidak konsisten dan sistem pajak yang belum sepenuhnya terintegrasi. Berikut 

pembahasan lebih lanjut terkait pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran 

selama lima tahun terakhir di Kota Yogyakarta. 

4.8.1 Kontribusi Pajak Reklame 

Berdasarkan data dan perhitungan pada tabel 4.3, realisasi pendapatan pajak 

reklame pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.7.449.951.971,00 dengan memberikan 

kontribusi 1,081%. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2023, target yang ditetapkan 

pajak reklame terjadi secara fluktuatif dan tidak sebesar target yang ditetapkan pada 

tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan, pendapatan pajak 

reklame sebesar Rp.6.156.071.238,00 dengan memberikan kontribusi sebesar 

1,093%, namun realisasi ini telah mencapai target yang ditentukan. Penurunan 
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pendapatan pada tahun 2020 dikarenakan terjadi puncak pandemi covid-19 

sehingga kondisi perekonomian tidak stabil. Hal ini mengakibatkan rencana kerja 

pendapatan daerah dilakukan penyesuaian hingga akhir 2021. Pada tahun 2021 

realisasi pendapatan pajak reklame mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 

menjadi Rp.7.293.470.597,00 dengan memberikan kontribusi sebesar 1,219%. 

Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi pendapatan mengalami penurunan menjadi 

Rp.7.132.421.763,00 sehingga kontribusi pajak reklame juga mengalami 

penurunan menjadi 0,983 %. Penurunan realisasi pendapatan dan kontribusi juga 

terjadi pada tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun ini sebesar 

Rp.6.138.799.825,00 dengan kontribusi sebesar 0,762 %. Berdasarkan hasil 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak reklame masih sangat kurang dalam 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Yogyakarta selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Oleh karena itu, perlu untuk 

mengoptimalkan pendapatan pajak reklame dengan mengoptimalkan pemungutan 

pajak reklame dengan meningkatkan sistem dan prosedur yang baik. Kemudian, 

penerimaan pajak reklame dapat ditingkatkan dengan penertiban pemasangan 

reklame. Pemasangan papan reklame harus dibarengi dengan ketentuan dan izin 

yang sesuai. Selain itu, penyelenggaraan reklame perlu diatur dengan penataan 

yang sesuai sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan pajak reklame. 

4.8.2 Kontribusi Pajak Hotel  

Berdasarkan data dan perhitungan pada tabel 4.5, rata-rata kontribusi pajak 

hotel selama tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 21,997% dengan kategori 

sedang. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan pajak hotel sebesar 
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Rp.161.297.192.790,00 dengan persentase kontribusi sebesar 23,409% dalam 

kategori sedang. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021, target untuk penerimaan 

pajak hotel mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan target ini 

dikarenakan pandemi covid-19 yang mana semua orang diusahakan untuk 

mengikuti anjuran pemerintah dalam upaya lockdown. Hal ini menyebabkan 

penurunan jumlah pengunjung dan wisatawan di Kota Yogyakarta, sehingga 

pendapatan pajak hotel juga mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 

2020, pendapatan pajak hotel menjadi Rp.78.279.066.037,00 dan kontribusi sebesar 

13,900% dengan kategori kurang. Kemudian, tahun 2021 merupakan tahun yang 

memberikan kontribusi terendah selama lima tahun terakhir, penerimaan pajak 

hotel mengalami penurunan menjadi Rp.69.577.661.221,00 dan memberikan 

kontribusi sebesar 11,633% dengan kategori kurang. Selanjutnya, tahun 2022 telah 

mengalami peningkatan penerimaan pajak hotel menjadi Rp.178.609.791.299,00 

dan memberikan kontribusi sebesar 24,616% dengan kategori sedang. Tahun 

berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan tertinggi terjadi 

pada tahun 2023, penerimaan pajak hotel menjadi Rp.293.386.753.538,00 dengan 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,430% dengan 

kategori cukup sedang. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak 

hotel dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dari pajak 

reklame dan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Yogyakarta selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Dapat dilihat bahwa peran pajak 

hotel sangat memungkinkan dalam memberikan kontribusi yang lebih tinggi lagi 

untuk tahun-tahun berikutnya. Peningkatan pendapatan pajak hotel didasarkan dari 
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faktor ekonomi yang baik, pariwisata kota jogja (tamu), pengawasan pajak daerah, 

upaya pemungutan dengan berbagai hal, apresiasi dengan stimulus (pengembalian 

pajak), penghargaan, dan sosialisasi untuk membangun karakter sadar pajak dari 

wajib pajak.   

4.8.3 Kontribusi Pajak restoran 

Berdasarkan data dan perhitungan pada tabel 4.7, rata-rata kontribusi pajak 

restoran selama tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 9,028% dengan 

kategori kurang. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan pajak restoran sebesar 

Rp.63.237.228.654,00 dengan persentase kontribusi sebesar 9,177% dalam 

kategori kurang. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021, target untuk penerimaan 

pajak hotel mengalami penurunan. Penurunan target ini dikarenakan pandemi 

covid-19 yang mana semua orang diusahakan untuk mengikuti anjuran pemerintah 

dalam upaya lockdown. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pengunjung dan 

wisatawan di Kota Yogyakarta, sehingga banyak usaha restoran, warung makan, 

dan catering mengalami kebangkrutan. Hal ini menyebabkan banyak usaha 

makanan yang tutup selama covid-19 sehingga penerimaan pendapatan pajak 

restoran juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020, pendapatan pajak restoran 

menjadi Rp. 43.521.758.533,00 dan kontribusi sebesar 7,728% dengan kategori 

kurang. Selanjutnya, tahun 2021 penerimaan pajak restoran mengalami 

peningkatan menjadi Rp.46.257.454.698,00 dan memberikan kontribusi sebesar 

7,734% dengan kategori kurang. Selanjutnya, tahun 2022 juga mengalami 

peningkatan penerimaan pajak restoran menjadi Rp. 71.705.360.981,00 dan 

memberikan kontribusi sebesar 9,882% dengan kategori kurang. Kemudian, pada 
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tahun 2023, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan menjadi 

Rp.85.515.152.289,00 dengan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah sebesar 10,618% dengan kategori kurang. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pajak restoran masih kurang dalam memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2019 

hingga tahun 2023. 

4.8.4 Efektivitas Pajak Reklame  

Berdasarkan pada tabel 4.8, rata-rata efektivitas pajak reklame selama tahun 

2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 112,74% dengan kategori sangat efektif. 

Selama tahun tersebut, efektivitas pajak reklame terjadi secara fluktuatif. Pada 

tahun 2019, realisasi pendapatan pajak reklame sebesar Rp.7.449.951.971,00 dan 

efektivitas sebesar 103,47% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2020, 

realisasi pendapatan pajak reklame mengalami penurunan menjadi 

Rp.6.156.071.238,00, namun persentase efektivitas pajak reklame pada tahun ini 

merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 123,12%. Hal 

ini terjadi adanya penurunan target dari tahun sebelumnya dikarenakan covid-19. 

Pada tahun 2021, realisasi pendapatan pajak reklame mengalami peningkatan 

menjadi Rp.7.293.470.597,00 dan persentase efektivitas sebesar 115,77% dengan 

kategori sangat efektif. Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi pajak reklame 

mengalami penurunan menjadi Rp.7.132.421.763,00 dan persentase efektivitas 

sebesar 109,73% dengan kategori sangat efektif. Kemudian, pada tahun 2023 

realisasi pajak reklame mengalami penurunan menjadi Rp.6.138.799.825,00 dan 

persentaseefektivitas sebesar 111,61% dengan kategori sangat efektif. Dapat 
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disimpulkan, bahwa pemungutan pajak reklame telah dilaksanakan dengan sangat 

efektif dan realisasi penerimaan pajak reklame selalu mencapai target yang 

ditentukan. 

4.8.5 Efektivitas Pajak Hotel 

Berdasarkan pada tabel 4.9, rata-rata efektivitas pajak hotel selama tahun 

2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 135,66% dengan kategori sangat efektif. 

Selama tahun tersebut, efektivitas pajak hotel terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 

2019, realisasi pendapatan pajak hotel sebesar Rp.161.297.192.790,00 dan 

efektivitas sebesar 106,12% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2020, 

realisasi pendapatan pajak hotel mengalami penurunan yang signifikan menjadi 

Rp.78.279.066.037,00, namun persentaseefektivitas pajak hotel pada tahun ini 

mengalami peningkatan menjadi 124,25%. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan 

pajak hotel mengalami penurunan menjadi Rp.69.577.661.221,00 dan 

persentaseefektivitas sebesar 154,62% dengan kategori sangat efektif. Penurunan 

realisasi pajak hotel pada tahun 2020 dan 2021 ini dikarenakan penurunan target 

dari tahun sebelumnya dikarenakan covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2022 

realisasi pajak hotel mengalami peningkatan menjadi Rp.178.609.791.299,00 dan 

persentaseefektivitas sebesar 122,76% dengan kategori sangat efektif. Kemudian, 

pada tahun 2023 realisasi hotel mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 

Rp.293.386.753.538,00 dan persentaseefektivitas sebesar 170,57% dengan kategori 

sangat efektif. Pada tahun ini, persentaseefektivitas pajak hotel merupakan yang 

tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan, bahwa pemungutan 
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pajak hotel telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan realisasi penerimaan pajak 

hotel selalu mencapai target yang ditentukan. 

4.8.6 Efektivitas Pajak Restoran 

Berdasarkan pada tabel 4.10, rata-rata efektivitas pajak restoran selama 

tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 114,58% dengan kategori sangat 

efektif. Selama tahun tersebut, efektivitas pajak restoran terjadi secara fluktuatif. 

Pada tahun 2019, realisasi pendapatan pajak restoran sebesar Rp.63.237.228.654,00 

dan efektivitas sebesar 119,32% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2020, 

realisasi pendapatan pajak restoran mengalami penurunan menjadi 

Rp.43.521.758.533,00 dan persentaseefektivitas sebesar 114,49%. Hal ini terjadi 

adanya penurunan target dari tahun sebelumnya dikarenakan covid-19. Pada tahun 

2021, realisasi pendapatan pajak restoran mengalami sedikit peningkatan menjadi 

Rp.46.257.454.698,00 dan persentaseefektivitas sebesar 104,89% dengan kategori 

sangat efektif. Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi pajak restoran mengalami 

peningkatan menjadi Rp.71.705.360.981,00 dan persentaseefektivitas sebesar 

112,04% dengan kategori sangat efektif. Kemudian, pada tahun 2023 realisasi pajak 

restoran mengalami peningkatan menjadi Rp.85.515.152.289,00 dan 

persentaseefektivitas sebesar 122,16% dengan kategori sangat efektif. Dapat 

disimpulkan, bahwa pemungutan pajak restoran telah dilaksanakan dengan sangat 

efektif dan realisasi penerimaan pajak restoran selalu mencapai target yang 

ditentukan. 
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4.8.7 Penyelesaian 

Hambatan pemungutan pajak menjadi masalah utama dalam mempengaruhi 

realisasi pendapatan asli daerah. Dalam mempertahankan dan meningkatkan 

realisasi pajak daerah langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan 

sosialisasi kewajiban perpajakan kepada wajib pajak akan pentingnya kedisiplinan 

wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Selain itu, 

pemungutan pajak dapat dimudahkan dengan layanan elektronik (media lapor e-

SPTPD) penyetoran pajak dipermudah dengan berbagai media setoran elektronik, 

pembayaran dengan Qris: virtual account/VA dan Qris, bekerjasama dengan bank 

bank lain, penyediaan perangkat komputer di tempat pelayanan apabila wajib pajak 

tidak memiliki media, disediakan pemandu setor-lapor pajak. Selain, upaya yang 

dapat dilakukan dalam mencapai target pendapatan pajak, dapat dilakukan dengan 

dua hal: 

1. Intensifikasi pajak: pemantauan SPTPD/setor-lapor Wajib pajak, pemeriksaan 

pajak, penagihan tunggakan, sosialisasi pajak daerah. 

2. Ekstensifikasi pajak: dilakukan dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah, 

pendataan objek baru, peremajaan data, dan pemantauan di lapangan. 

 

 



68 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak 

reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2019-2023 terjadi secara fluktuatif, 

terjadi peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi 

pajak hotel merupakan yang tertinggi dalam memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Pajak hotel termasuk 

dalam kategori sedang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Yogyakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,997% per 

tahun. Kemudian, kontribusi pajak restoran menduduki peringkat kedua setelah 

konribusi pajak hotel. Namun, pajak restoran masih dalam kategori kurang 

dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Yogyakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,028% per tahun. Terakhir, 

pajak reklame masih sangat kurang memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta 

dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,028% per tahun. 



69 
 

 
 

2. Tingkat efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran Kota 

Yogyakarta selama tahun 2019-2023 sudah sangat efektif. Pajak reklame, pajak 

hotel, dan pajak restoran selalu mencapai target yang ditetapkan setiap 

tahunnya. Dari hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel 

mempunyai nilai efektivitas tertinggi dengan nilai rata-rata efektivitas sebesar 

135,66%, selanjutnya pajak restoran dengan nilai rata-rata efektivitas sebesar 

114,58%, dan terakhir pajak reklame dengan nilai rata-rata efektivitas sebesar 

112,74%. 

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu: 

a. Sosialisasi kewajiban perpajakan kepada wajib pajak akan pentingnya 

kedisiplinan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.  

b. Intensifikasi pajak: pemantauan SPTPD/setor-lapor Wajib pajak, 

pemeriksaan pajak, penagihan tunggakan, sosialisasi pajak daerah. 

c. Ekstensifikasi pajak:  dilakukan dengan optimalisasi pemungutan pajak 

daerah, pendataan objek baru, peremajaan data, dan pemantauan di 

lapangan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya mencakup penelitian terkait pajak reklame, pajak hotel, 

dan pajak restoran, belum mencakup semua penerimaan dari Pendapatan Asli 

Daerah. 

2. penelitian ini hanya menggunakan data selama tahun 2019 hingga 2023. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, diajukan saran sebagai acuan 

dalam pengembangan bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti ataupun menambahkan dari 

penelitian ini dengan objek penelitian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

yang lainnya, seperti pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak 

air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan periode waktu yang 

lebih lama sehingga jumlah data yang digunakan sebagai sampel lebih banyak.  

 

5.4 Implikasi Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi sebagai berikut: 

1. Kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran pada setiap tahunnya 

masih mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini perlu diperhatikan untuk 

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, terutamanya Kota Yogyakarta yang 

dijadikan sebagai subjek penelitian. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 

menggali potensi pajak daerah yang belum tersentuh. Selain itu, dapat 

dilakukan pendataan ulang wajib pajak sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan pajak daerah.  
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2. Efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran sudah sangat efektif. 

Efektivitas pemungutan pajak tetap harus dipertahankan dan dioptimalkan.  
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Lampiran 1 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 2 

Data Penelitian  

A. Data Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 

 

Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 
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Tabel 3. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 

 

Tabel 4. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 

 

Tabel 5. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 
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B. Data Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akun Anggaran Realisasi Persentase

 Pendapatan Daerah 1.725,61 M 1.765,76 M 10233

 PAD 636,08 M 689,05 M 10833

 Pajak Daerah 420,73 M 451,27 M 10726

 Retribusi Daerah 33,62 M 32,43 M 9645

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 28,59 M 28,98 M 10135

 Lain-Lain PAD yang Sah 153,14 M 176,38 M 11517

 TKDD 942,96 M 911,07 M 9662

 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 942,96 M 911,07 M 9662

 Pendapatan Transfer Antar Daerah 118,26 M 134,63 M 11384

 Pendapatan Lainnya 146,56 M 165,64 M 11302

 Pendapatan Hibah 28,30 M 31,01 M 10958

 Belanja Daerah 1.856,02 M 1.734,59 M 9346

 Belanja Pegawai 813,04 M 760,53 M 9354

 Belanja Pegawai 813,04 M 760,53 M 9354

 Belanja Barang Jasa 624,67 M 553,39 M 8859

 Belanja Barang dan Jasa 624,67 M 553,39 M 8859

 Belanja Modal 308,05 M 327,43 M 10629

 Belanja Modal 308,05 M 327,43 M 10629

 Belanja Lainnya 110,26 M 93,24 M 8457

 Belanja Bantuan Keuangan 1,96 M 1,98 M 10088

 Belanja Hibah 89,29 M 79,39 M 8891

 Belanja Bantuan Sosial 15,50 M 11,55 M 7453

 Belanja Tidak Terduga 3,50 M 0,32 M 908

 Pembiayaan Daerah 130,41 M 189,17 M 14506

 Penerimaan Pembiayaan Daerah 155,41 M 226,45 M 14571

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 155,41 M 226,44 M 14571

 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 M 0,01 M 0

 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 25,00 M 37,28 M 14910

 Penyertaan Modal Daerah 25,00 M 37,28 M 14910
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Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akun Anggaran Realisasi Persentase

 Pendapatan Daerah 1.885,42 M 1.699,75 M 90.15

 PAD 671,77 M 563,17 M 83.83

 Pajak Daerah 451,11 M 342,78 M 75.99

 Retribusi Daerah 33,81 M 23,31 M 68.94

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 35,00 M 34,86 M 99.59

 Lain-Lain PAD yang Sah 151,85 M 162,22 M 106.83

 TKDD 1.000,92 M 902,22 M 90.14

 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.000,92 M 902,22 M 90.14

 Pendapatan Transfer Antar Daerah 185,67 M 174,54 M 94.01

 Pendapatan Lainnya 212,73 M 234,36 M 110.17

 Pendapatan Hibah 27,06 M 59,81 M 221.06

 Dana Darurat 0,00 M 0,00 M 0

 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 M 0,00 M 0

 Belanja Daerah 1.998,77 M 1.517,60 M 75.93

 Belanja Pegawai 820,15 M 612,75 M 74.71

 Belanja Pegawai 820,15 M 612,75 M 74.71

 Belanja Barang Jasa 723,99 M 571,82 M 78.98

 Belanja Barang dan Jasa 723,99 M 571,82 M 78.98

 Belanja Modal 339,95 M 193,52 M 56.93

 Belanja Modal 339,95 M 193,52 M 56.93

 Belanja Lainnya 114,68 M 139,50 M 121.65

 Belanja Bagi Hasil 0,00 M 0,00 M 0

 Belanja Bantuan Keuangan 1,32 M 1,36 M 103.16

 Belanja Bunga 0,00 M 0,00 M 0

 Belanja Subsidi 0,00 M 0,00 M 0

 Belanja Hibah 62,52 M 38,73 M 61.95

 Belanja Bantuan Sosial 47,34 M 25,03 M 52.87

 Belanja Lainnya 0,00 M 0,00 M 0

 Belanja Tidak Terduga 3,50 M 74,39 M 2,125.30

 Pembiayaan Daerah 113,35 M 200,76 M 177.12

 Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,83 M 220,76 M 143.51

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 153,83 M 220,34 M 143.24

 Pencairan Dana Cadangan 0,00 M 0,00 M 0

 Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 M 0,00 M 0

 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 M 0,42 M 0

 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 40,48 M 20,00 M 49.41

 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 M 0,00 M 0

 Penyertaan Modal Daerah 40,48 M 20,00 M 49.41

 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0,00 M 0,00 M 0

 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 M 0,00 M 0
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Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pendapatan Daerah 1.679,31 M 1.707,27 M 10167

 PAD 565,65 M 598,12 M 10574

 Pajak Daerah 374,50 M 372,46 M 9946

 Retribusi Daerah 26,91 M 26,86 M 9980

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20,57 M 23,99 M 11664

 Lain-Lain PAD yang Sah 143,67 M 174,81 M 12167

 TKDD 905,38 M 884,85 M 9773

 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 905,38 M 884,85 M 9773

 Pendapatan Transfer Antar Daerah 178,95 M 193,81 M 10830

 Pendapatan Lainnya 208,28 M 224,30 M 10769

 Pendapatan Hibah 0,00 M 0,30 M 0

 Dana Darurat 0,00 M 0,00 M 0

 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 29,33 M 30,19 M 10294

 Belanja Daerah 1.773,33 M 1.691,97 M 9541

 Belanja Pegawai 717,57 M 693,43 M 9664

 Belanja Pegawai 717,57 M 693,43 M 9664

 Belanja Barang Jasa 782,15 M 675,66 M 8638

 Belanja Barang dan Jasa 782,15 M 675,66 M 8638

 Belanja Modal 206,96 M 240,01 M 11597

 Belanja Modal 206,96 M 240,01 M 11597

 Belanja Lainnya 66,64 M 82,87 M 12435

 Belanja Bagi Hasil 0,00 M 0,00 M 0

 Belanja Bantuan Keuangan 0,59 M 1,06 M 17874

 Belanja Bunga 0,00 M 0,00 M 0

 Belanja Subsidi 0,00 M 0,00 M 0

 Belanja Hibah 8,72 M 44,32 M 50808

 Belanja Bantuan Sosial 44,20 M 32,14 M 7271

 Belanja Tidak Terduga 13,13 M 5,35 M 4076

 Pembiayaan Daerah 94,02 M 313,44 M 33337

 Penerimaan Pembiayaan Daerah 134,50 M 382,92 M 28470

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 134,50 M 382,91 M 28469

 Pencairan Dana Cadangan 0,00 M 0,00 M 0

 Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 M 0,00 M 0

 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 M 0,00 M 0

 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 40,48 M 69,48 M 17164

 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 M 0,00 M 0

 Penyertaan Modal Daerah 40,48 M 69,48 M 17164

 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0,00 M 0,00 M 0

 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 M 0,00 M 0
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Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akun Anggaran Realisasi Persentase

 Pendapatan Daerah 1.705,79 M 1.889,92 M 11079

 PAD 582,33 M 725,58 M 12460

 Pajak Daerah 379,41 M 482,27 M 12711

 Retribusi Daerah 27,20 M 29,05 M 10682

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 32,57 M 31,56 M 9690

 Lain-Lain PAD yang Sah 143,16 M 182,70 M 12762

 TKDD 955,46 M 968,20 M 10133

 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 955,46 M 968,20 M 10133

 Pendapatan Lainnya 168,00 M 196,14 M 11675

 Pendapatan Transfer Antar Daerah 168,00 M 196,14 M 11675

 Belanja Daerah 1.794,43 M 1.826,80 M 10180

 Belanja Pegawai 718,50 M 723,43 M 10069

 Belanja Pegawai 718,50 M 723,43 M 10069

 Belanja Barang Jasa 729,06 M 731,19 M 10029

 Belanja Barang dan Jasa 729,06 M 731,19 M 10029

 Belanja Modal 191,35 M 263,39 M 13765

 Belanja Modal 191,35 M 263,39 M 13765

 Belanja Lainnya 155,52 M 108,80 M 6996

 Belanja Bantuan Keuangan 0,83 M 0,87 M 10495

 Belanja Hibah 81,76 M 76,60 M 9368

 Belanja Bantuan Sosial 16,60 M 28,81 M 17356

 Belanja Tidak Terduga 56,33 M 2,52 M 447

 Pembiayaan Daerah 88,63 M 238,34 M 26891

 Penerimaan Pembiayaan Daerah 137,97 M 329,76 M 23900

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 137,97 M 329,75 M 23900

 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 49,34 M 91,41 M 18528

 Penyertaan Modal Daerah 49,34 M 91,41 M 18528
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Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Akun Anggaran Realisasi Persentase

 Pendapatan Daerah 1.822,00 M 2.000,85 M 10982

 PAD 666,76 M 805,35 M 12078

 Pajak Daerah 447,28 M 552,12 M 12344

 Retribusi Daerah 27,50 M 29,67 M 10788

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 35,66 M 32,83 M 9208

 Lain-Lain PAD yang Sah 156,32 M 190,72 M 12200

 TKDD 933,94 M 948,93 M 10160

 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 933,94 M 948,93 M 10160

 Pendapatan Lainnya 221,30 M 246,57 M 11142

 Pendapatan Hibah 0,00 M 0,03 M 0

 Pendapatan Transfer Antar Daerah 221,30 M 246,54 M 11141

 Belanja Daerah 1.911,19 M 1.972,23 M 10319

 Belanja Pegawai 755,46 M 728,87 M 9648

 Belanja Pegawai 755,46 M 728,87 M 9648

 Belanja Barang dan Jasa 817,23 M 832,19 M 10183

 Belanja Barang dan Jasa 817,23 M 832,19 M 10183

 Belanja Modal 221,81 M 251,57 M 11342

 Belanja Modal 221,81 M 251,57 M 11342

 Belanja Lainnya 116,69 M 159,59 M 13677

 Belanja Bantuan Keuangan 1,04 M 0,83 M 7991

 Belanja Hibah 85,65 M 133,03 M 15532

 Belanja Bantuan Sosial 14,87 M 22,67 M 15240

 Belanja Tidak Terduga 15,12 M 3,06 M 2024

 Pembiayaan Daerah 89,19 M 246,80 M 27671

 Penerimaan Pembiayaan Daerah 143,86 M 301,47 M 20956

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 143,86 M 301,46 M 20956

 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 M 0,00 M 0

 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 54,67 M 54,67 M 10000

 Penyertaan Modal Daerah 54,67 M 54,67 M 10000
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Lampiran 3 

Surat Selesai Penelitian 

 


